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ABSTRAK 

RATNA SARI. 022118292. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan 

Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah 

Tbk. Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan YAN 

NOVIAR NASUTION. 2022. 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak 

ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), 

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, perusahaan terlebih dahulu 

harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial 

mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan 

fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan 

Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial 

yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal 

inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif (menambah laba 

fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan bagaimana analisis 

rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Mayora Indah Tbk. 

Tahun periode 2016-2020. (2) untuk menjelaskan bagaimana perhitungan Pajak 

Penghasilan Badan Terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020. 

(3) untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan 

komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT Mayora Indah 

Tbk.Tahun periode 2016-2020.  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. yang 

bergerak dibidang pengolahan makanan dan minuman. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif 

(non statistic). Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan melakukan 

penelitian secara tidak langsung yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) atau situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk.  

Hasil dari perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan 

komersial PT Mayora Indah Tbk. periode 2016-2020. Melalui koreksi fiskal positif 

dan negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar (PPh Pasal 29) 

dan mengalami perubahan nilai laba bersih sebelum pajak.  

 

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban 

warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota 

masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan 

nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bertujuan untuk 

mensejahterakan bangsa dan negara.   

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan saat ini ada 3 (tiga) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak 

yaitu official assesment system, self assessment system, dan withholding tax system. 

Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada 

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, disebut self assessment system (Siti Resmi 

2017:10) 

Menurut (Fatimah: 2017) Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada 

banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), yaitu 

pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau 

laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu 

kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan 

sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan 

keuangan (financial statement). Menurut (Rumaiza and Santoso: 2020) Laporan 

keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, menurut (Waluyo 2020: 

298) perusahaan terlebih dahulu harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, 
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laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan 

demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan 

antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. 

Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian 

fiskal baik positif (menambah laba fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).  

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam SAK dan 

peraturan perpajakan juga menjadi salah satu alasan diperlukannya rekonsiliasi fiskal. 

Menurut (Waluyo 2020: 276-277) Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan waktu (temporary different) dan perbedaan tetap (permanent different). 

Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Perbedaan 

waktu ini mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang. 

Permasalahan yang timbul adalah perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak di 

masa yang akan datang. Tetapi, perusahaan hanya mengakui pajak yang timbul saat 

ini. Dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai upaya 

mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut 

laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan 

besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan 

pajak terutang tahunan. 

PT Mayora Indah Tbk. Sebagai salah satu pemimpin pasar dalam industri 

Fast Moving Consumer Goods dan perusahaan terbuka yang sudah terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia tentu memiliki kewajiban sebagai wajib pajak untuk 

menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan 

yang diperolehnya berdasarkan Self Assessment System yang dianut oleh sistem 

perpajakan di Indonesia. Agar Pajak yang di hitung, dilapor dan disetorkan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia maka PT Mayora Indah Tbk. 

Selalu melaksanakan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya. 

Berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso 

(2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas 

Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 

Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017.” Menyatakan 

bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017 

melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada perusahaan mengakibatkan perubahan 

nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak). Adapun perbedaan laba rugi 

komersial dan fiskal ditunjukan pada tabel 1.1. berikut: 
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Tabel 1.1 

Perbedaan Laba Rugi Komersial dan Fiskal 

Sumber: Jrak@plb.ac.id 

Dari data diatas terlihat perbedaan antara laba rugi komersial dan laba rugi 

fiskal setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial 

perusahaan. Dimana bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Mayora 

Indah Tbk. Tahun 2016-2020 melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada 

perusahaan mengakibatkan perubahan nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena 

Pajak). Perubahaan nilai bersih tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan 

penghasilan dan biaya menurut SAK dan Peraturan Perpajakan.  

Sedangkan berdasarkan laporan yang tercatat pada laporan keuangan 

komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020, terdapat beberapa 

biaya yang secara akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi 

pada peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat pasal yang mengatur biaya 

atau beban apa saja yang dapat mengurangi laba tersebut. Oleh karena itu, pada 

laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Perlu dilakukan rekonsiliasi 

fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang tidak dapat mengurangi laba secara 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun beberapa perbedaan pengakuan 

biaya menurut SAK dan Peraturan Perpajakan ditunjukkan pada tabel 1.2. berikut: 

Tabel 1.2 

Laporan Atas Biaya di Laporan Laba Rugi Tahun 2016-2020 

PT Mayora Indah Tbk. 

(dalam jutaan rupiah) 
Nama  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Iklan dan 

Promosi  
 Rp 1.680.155   Rp 1.419.755   Rp 2.431.033   Rp 3.393.231   Rp 3.201.566  

Sumbangan dan 

Hiburan  
 Rp        2.512   Rp        4.196   Rp        7.631   Rp      10.699   Rp        5.968  

Gaji   Rp    181.706   Rp    212.993   Rp    239.461   Rp    264.827   Rp    300.804  

Imbalan Kerja 

Jangka Panjang  
 Rp    116.866   Rp    119.016   Rp    134.155   Rp    143.386   Rp      87.238  

penghapusan 

piutang tak 

tertagih  

 -   -   Rp      90.791   -   -  

Penyusutan dan 

Amortisasi  
 Rp      27.280   Rp      36.910   Rp      40.954   Rp      49.221   Rp      55.489  

Sumbangan dan 

Representasi  
 Rp        8.710   Rp      12.581   Rp      15.727   Rp      18.736   Rp      26.379  

Pajak Final   Rp          464   Rp          346   Rp          783   Rp          402   Rp          389  

Laba Bersih Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Sebelum Rekonsiliasi 

Fiskal 689.542.204.046Rp   905.547.589.704Rp   819.029.471.760Rp   930.633.639.174Rp   1.438.586.826.270Rp   

Sesudah Rekonsiliasi 

Fiskal 765.367.318.987Rp   981.058.691.518Rp   902.229.551.166Rp   940.059.404.421Rp   1.421.864.673.066Rp   
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Penambahan 

Cadangan 

Kerugian 

Penurunan Nilai 

Piutang  

 Rp          233   Rp            74   Rp          387   Rp        1.967   Rp        6.403  

Beban Bunga   Rp    356.714   Rp    386.922   Rp    492.639   Rp    355.075   Rp    353.822  

Penghasilan 

Bunga  
 Rp      14.888   Rp      36.493   Rp      46.800   Rp      52.353   Rp      51.405  

Lain-lain Bersih  Rp      15.007   Rp      10.279   Rp      34.500   Rp      38.898   Rp      36.427  

Sumber data: www.idx.co.id  

Berdasarkan data diatas, dalam melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan 

komersial harus mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai berikut, 

berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) biaya promosi dapat 

dibebankan sebagai biaya karena berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 

kegiatan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

76/PMK.03/2011 Pasal 1, Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan 

sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan 

penghasilan kena pajak terdiri atas sumbangan penanggulangan bencana, sumbangan 

rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan 

dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK 

dan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki perbedaan. Perbedaan inilah 

yang menyebabkan pentingnya rekonsiliasi fiskal bagi wajib pajak dalam 

menghitung besarnya PPh badan terutang yang akan dibayarkan perusahaan.  

Selain itu berdasarkan informasi yang tercatat pada laporan keuangan 

komersial perusahaan PT Mayora indah Tbk. Pada tanggal 31 Oktober 2019, 

perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak 

Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. Pada tanggal 08 April 

2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak 

Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT 

Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. PT Torabika 

Eka Semesta sebagai entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan pasal 

26 masa Oktober sampai Desember 2017 dengan total senilai Rp 39.234.374.181. PT 

Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB  tersebut dan pada bulan 

Juli 2019, PT Torabika Eka Semesta telah menerima semua pengembalian atas 

keberatan tersebut. (www.mayoraindah.co.id) 

Berdasarkan pada fenomena baik secara teori dan empiris yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial 

Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. 

Periode 2016-2020.” 

 

http://www.idx.co.id/
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1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Koreksi fiskal sangat penting bagi keakuratan perhitungan pajak terutang 

perusahaan, karena kesalahan perhitungan pajak bisa memberikan dampak kepada 

perusahaan. Jika perusahaan ternyata menghitung pajak terutang lebih besar dari 

yang seharusnya, modal kerja perusahaan akan terdistorsi atau terganggu karena dana 

yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja dan mengembangkan perusahaan 

digunakan untuk membayar pajak yang sebenarnya bisa dikurangi. Jika rekonsiliasi 

fiskal menunjukkan bahwa perusahaan ternyata kurang bayar, beban manajemen di 

periode berikutnya bertambah karena harus mengeluarkan dana untuk membayar 

kekurangan pajak. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam SAK 

dan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan juga menjadi salah satu alasan 

kenapa rekonsiliasi sangat diperlukan. Selain itu berdasarkan informasi yang tercatat 

pada laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora indah Tbk. Pada tanggal 31 

Oktober 2019, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. Pada tanggal 08 

April 2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak 

Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT 

Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. PT Torabika 

Eka Semesta sebagai entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan pasal 

26 masa Oktober sampai Desember 2017 dengan total senilai Rp 39.234.374.181. PT 

Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB  tersebut dan pada bulan 

Juli 2019, PT Torabika Eka Semesta telah menerima semua pengembalian atas 

keberatan tersebut. Atas fenomena inilah perusahaan berusaha melakukan 

rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya sebelum menyampaikan SPT (Surat 

Pemberitahuan Tahunan).  

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT 

Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020? 

2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Mayora Indah 

Tbk. Tahun periode 2016-2020? 

3. Bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial 

terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang PT Mayora 

Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020? 
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1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara 

lengkap guna menambah wawasan penulis tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan, serta relevansi antara teori 

dengan praktik yang sebenarnya terjadi pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 

2016-2020 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020? 

2. Untuk menjelaskan bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan 

Terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020? 

3. Untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan 

keuangan komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT 

Mayora Indah Tbk.Tahun periode 2016-2020? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Praktis  

Menurut (Purnamasari:2019) kegunaan praktis merupakan hasil penelitian 

yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan sebuah fenomena atau masalah di 

dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak diantaranya PT Mayora Indah 

Tbk. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan 

dengan akuntansi perpajakan khususnya koreksi fiskal dan perhitungan PPh Badan 

Terutang. 

1.4.2 Kegunaan Teoritik  

Menurut (Purnamasari:2019) Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian 

yang digunakan untuk pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan mengenai ilmu pengetahuan 

mengenai akuntansi perpajakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi 

perpajakan mengenai rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan ide serta gagasan baru untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut (Kartikahadi et al., 2016) laporan keuangan dapat diartikan sebagai 

Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh 

manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditur, 

serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen. Sedangkan menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan 1 mengungkapkan pengertian laporan keuangan 

sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas 

dan menurut (Mulyati, Hati, and Rivaldo : 2021) Laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari 

transaksitransaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang 

dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan 

dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini 

dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan 

apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga 

menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi 

finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga para stakeholder dan pengguna 

informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan 

cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan laporan keuangan menurut Hans kartikahadi (2016 : 126) adalah 

memberikan  informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang  bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

membuat  keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada  mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan 

tidak  dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas 

atau  menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak 

disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya  

pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan  

sebagai ekuitas.    

Menurut (Widyasari : 2020) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau  informasi keuangan yang lengkap mengenai data dan jumlah setiap 

aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban   dari 
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suatu perusahaan.  Sedangkan menurut Kasmir (2017:10) ada beberapa tujuan dalam 

pembuatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah :  

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva(harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada 

suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu  

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 

8. Informasi keuangan lainnya.  

 

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan  

Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan 

bahwa Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

4. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain; 

5. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;  

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi 

pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal  

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 

Menurut (Rumaiza and Santoso:2020) Laporan keuangan komersial adalah 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar  Akuntansi Keuangan yang 

berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi,  khususnya informasi 

tentang  prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan 

dan operasi.   
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Sedangkan menurut (Suandy, 2016), laporan keuangan fiskal adalah laporan 

keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. 

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan 

keuangan fiskal  secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan 

keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang di rekonsiliasi 

dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.    

2.2.2 Perbedaan Konsep Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 

Menurut (Nasution : 2016) Dalam akuntansi komersial mengenal adanya 

konsep dasar entitas yaitu konsep yang paling mendasar dalam akuntansi. Konsep ini 

menegaskan bahwa kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi atau bagian 

dari organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari organisasi lain atau individu lain, 

ditinjau dari segi akuntansi antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha 

yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. sehingga jelas 

unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Sedangkan 

perpajakan mempunyai ketentuan dalam pengukuran dan pengakuan komponen yang 

terdapat pada laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan 

dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi 

laporan keuangan fiskal untuk memperkecil potensi pengenaan pajak dan memberi 

dorongan untuk merelokasi dalam bentuk-bentuk investasi. Perbedaan konsep 

tersebut antara lain: 

1. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan Atau Pendapatan  

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan aset 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan 

(revenues) dan keuntungan (gains). Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak 

jauh berbeda dengan  konsep akuntansi,yaitu: Segala tambahan kemampuan 

ekonomis yang  diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia 

maupun  dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan 

Wajib  Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal 

membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai  dengan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak  Penghasilan, yaitu:   

a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan   

b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final   

c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan  

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan 

mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal.  Penghasilan yang bukan 

objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak 

menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang  pengelompokan  penghasilan  

tersebut  diuraikan dalam  UU  PPh  No. 36  Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), (2) dan 

(3).  
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2. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya  

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (net 

basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross 

income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya 

yang diperkenankan oleh undang-undang.  Secara komersial sebagaimana diatur 

dalam SAK bahwa dalam  laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi 

penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan 

penurunan aset atau  peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.    

Menurut Waluyo (2020:284) menyatakan bahwa alternatif lainnya,biaya juga 

diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan  

penghasilan tertentu   yang  diperoleh.  Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar 

penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan 

terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut 

akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.  

 

3. Perbedaan Konsep Nilai Persediaan, Penyusutan dan Penyisihan Utang Tak 

Tertagih  

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan 

terutama menyangkut konsep penilaian persediaan barang dagangan dan 

penyusutan.  

 

a. Konsep Nilai Persediaan   

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan 

pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai  berdasarkan 

perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata  (average) atau dengan 

metode mendahulukan persediaan yang  diperoleh pertama yang dikenal dengan 

First In First Out (FIFO).  Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara 

konsisten.   

Apabila ditinjau berdasarkan akuntansi komersial metode yang dilakukan 

untuk menilai persediaan yang sesuai dengan PSAK No. 14 Tahun 2014 yaitu 

dengan menggunakan rumus Biaya Masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan 

Rata-rata tertimbang (Weighted Average). Kemudian biaya untuk persediaan yang 

secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (not ordinary 

interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk 

proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya 

masing-masing. 

 

b. Konsep Penyusutan   

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah 

penentuan umur aset dan metode penyusutan yang  boleh  digunakan.  Akuntansi  

menentukan  umur  aset  berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan 

umur tersebut tidak terlepas dari  tafsiran Judgement.   
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Metode penyusutan menurut akuntansi komersial antara lain: 

1. Metode garis lurus (Straight line method)  

Menghasilkan  pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai 

residunya tidak berubah.  

2. Metode saldo menurun (Diminishing balance method)  

Menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.   

3. Metode jumlah unit (Sum of the unit method) 

Menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang 

diharapkan dari suatu aset.    

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan  yang harus 

dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu  berdasarkan metode garis lurus dan 

metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aset (harta 

berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat 

sebagaimana pada tabel 2.1. berikut:   

Tabel 2.1 

Metode Penyusutan dan Tarif Penyusutan Harta Tetap Berwujud 

Kelompok Harta Berwujud 
Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I. Bukan Bangunan 

 Kelompok 1 

 Kelompok 2 

 Kelompok 3 

 Kelompok 4 

 

 

4 Tahun 

8 Tahun 

16 Tahun 

20 Tahun 

 

25% 

12,5% 

6,25% 

5% 

 

50% 

25% 

12,5% 

10% 

 

II. Bangunan 

 Permanen 

 Tidak Permanen 

 

 

20 Tahun 

10 Tahun 

 

5% 

10% 

  

Sumber: www.pajak.go.id 

 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan 

pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari  1 tahun dilakukan juga 

dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis  lurus dan metode saldo menurun, 

dengan pengelompokan seperti pada tabel 2.2.  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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Tabel 2.2 

Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi 

No. 
Kelompok Harta 

Tidak Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif 

Amortisasi 

Berdasarkan 

Metode Garis 

Lurus 

Tarif 

Amortisasi 

Berdasarkan 

Metode Saldo 

Menurun 
1. Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

2. Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

3. Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

4. Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

Sumber: www.pajak.go.id  

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan  untuk 

memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan 

maupun amortisasi. 

2.2.3 Jenis-Jenis Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto  

Menurut Waluyo (2020:285) beban-beban yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha 

Tetap (BUT) dibagi menjadi 2 golongan yaitu sebagai berikut:  

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. 

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan 

biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya  gaji, biaya administrasi dan bunga. 

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. 

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, 

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui  amortisasi.  

Waluyo (2020:285) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 

oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:  

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (Deductible Expenses) 

Pengeluaran  yang  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  adalah pengeluaran 

yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek 

Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama 

masa manfaat dari pengeluaran tersebut.   

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non deductible expenses)   

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak 

dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, 

dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.    

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

http://www.pajak.go.id/
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Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi  biaya  untuk  mendapatkan, 

menagih, dan memelihara  penghasilan, termasuk:  

a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan  kegiatan usaha, 

antara lain:   

1. Biaya pembelian bahan;   

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,  honorarium,  

bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam bentuk uang;   

3. Bunga, sewa, dan royalti;   

4. Biaya perjalanan;   

5. Biaya pengolahan limbah;   

6. Premi asuransi;   

7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan;   

8. Biaya administrasi;   

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.   

b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain  yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 

Pasal 11A.   

c) Iuran  kepada  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri 

Keuangan   

d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan  digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,  menagih, dan 

memelihara penghasilan  

e) Kerugian selisih kurs mata uang asing   

f) Biaya  penelitian  dan  pengembangan  perusahaan  yang  dilakukan  di  Indonesia  

g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan   

h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:   

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial   

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat  ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan  

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri  atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian 

tertulis mengenai penghapusan piutang/  pembebasan utang antara kreditur dan 

debitur yang bersangkutan;  atau  telah  dipublikasikan  dalam  penerbitan  

umum  atau  khusus;  atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya 

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.   



   
   

14 
 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan 

piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf k.   

i) Sumbangan  dalam  rangka  penanggulangan  bencana  nasional  yang  ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah   

j) Sumbangan   dalam   rangka   penelitian   dan   pengembangan   yang  dilakukan 

di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan  Pemerintah   

k) Biaya  pembangunan  infrastruktur  sosial  yang  ketentuannya  diatur  dengan 

Peraturan Pemerintah   

l) Sumbangan  fasilitas  pendidikan  yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan 

Pemerintah; dan   

m) Sumbangan  dalam  rangka  pembinaan  olahraga  yang  ketentuannya  diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

2.2.4 Jenis-Jenis Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan  

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan 

besarnya Penghasilan  Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap tidak  boleh dikurangkan yaitu:   

a. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  seperti  dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi  kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi   

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi  pemegang 

saham, sekutu, atau anggota   

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:   

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang   

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial  yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan   

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan  

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan   

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang  ketentuan dan syarat-

syaratnya diatur dengan atau berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan   

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi  dwiguna, 

dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang  pribadi, kecuali 
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jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut  dihitung sebagai penghasilan 

bagi Wajib Pajak yang bersangkutan   

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang  

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan  makanan 

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau  imbalan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan  yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau  berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan   

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang  saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai  imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan  

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf i, huruf j, huruf k, huruf 

l, dan huruf m serta zakat yang diterima  oleh badan amil zakat atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau  disahkan oleh pemerintah atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya  wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

yang diterima oleh  lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah,  yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan  

Pemerintah   

h. Pajak penghasilan   

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi  Wajib Pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya   

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota  persekutuan,  firma,atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham   

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi  pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan 

dibidang perpajakan.  

 

2.3 Rekonsiliasi Fiskal  

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda 

dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai 

dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau 

sementara. Menurut (Widyasari : 2020) koreksi fiskal adalah koreksi yang harus 

dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) 

terutama pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba 

menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undang-

undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang 

diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, didalam penyusunan laporan 

keuangan fiskal , wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan sehingga 

laporan keuangan komersial perusahaan harus direkomendasikan terlebih dahulu 
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sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan Menurut 

(Pohan, 2017) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang 

dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik 

dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba 

usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.  

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya 

menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan 

menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan 

SPT Tahunan PPh. 

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial 

dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: 

1. Beda Tetap/Permanen  

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap  beban dan 

pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pengakuan penghasilan 

maupun biaya yang menimbulkan adanya  beda tetap tersebut antara lain bahwa 

dalam akuntansi pajak dikenal  istilah-istilah berikut :   

a. Penghasilan sebagai objek pajak;   

b. Penghasilan bukan sebagai objek pajak;   

c. Penghasilan terkena PPh Final;   

d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;   

e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.  

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba  komersial. 

Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir(terminated) pada tahun 

buku yang  bersangkutan  dan  tidak  membawa dampak  pada tahun-tahun 

berikutnya.   

2. Beda Waktu Pengakuan 

Menurut (Nasution: 2016) Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat 

sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan 

beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.    

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan 

penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan 

dalam hal:   

a. Akrual dan realisasi;   

b. Penyusutan dan Amortisasi;   

c. Penilaian persediaan;   

d. Kompensasi kerugian fiskal.   
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Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara 

satu tahun  pajak  ke tahun pajak lainnya. Dengan adanya koreksi fiskal maka 

besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara 

komersial dan secara fiskal akan dapat  berbeda. Perbedaan karena adanya 

koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan 

koreksi negatif.  

2.3.1 Koreksi Positif 

Menurut (Nasution : 2016) Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang 

mengakibatkan adanya  pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi 

secara  komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal,  atau 

yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena  Pajak.   

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:   

a. Beban  yang  tidak  diakui oleh pajak (non-deductible expense);   

b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;   

c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;   

d. Penyusutan fiskal positif lainnya.  

 

2.3.2 Koreksi Negatif 

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya  

penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara  komersial 

sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal,  atau yang akan 

mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena  Pajak. (Nasution : 2016)  

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:   

a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;   

b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;   

c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;   

d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;   

e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.  

 

2.4 Pajak  

2.4.1 Pengertian Pajak  

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang  ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan , pajak yaitu  kontribusi wajib  kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan undang–

undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.   

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban  

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh  suatu 
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keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan  tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal  balik dari Negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan secara  umum (Resmi, 2017). Sedangkan menurut 

(Agustina : 2021) Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah 

yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam 

pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang 

yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan 

nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk 

kepentingan bersama.   

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki  unsur – 

unsur antara lain :  

1.    Kontribusi wajib kepada Negara. 

2.    Pajak dipungut berdasarkan undang – undang. 

3.    Pemungutan pajak bersifat memaksa. 

4.    Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. 

5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk 

kesejahteraan masyarakat luas. 

 

2.4.2 Fungsi Pajak  

Ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017), yaitu : 

a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai   

pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan 

Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak– banyaknya untuk 

kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 

pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB), 

dan seterusnya. 

a) Fungsi Regulerend (pengatur ) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan–tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut  

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur : 

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi  

transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, 

tarif yang diberikan semakin tinggi. 
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2. Tarif pajak  progresif  dikenakan  atas  penghasilan,  dimaksudkan  agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara. 

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan  agar  para  pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa 

Negara.  

4. Pajak penghasilan dikenakan  atas  penyerahan  barang  hasil  industri tertentu, 

seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini 

dilakukan supaya ada penekanan terhadap industry dikarenakan dapat 

mengganggu lingkungan atau populasi (membahayakan kesehatan). 

5. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan 

pajak.  

6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

Sedangkan menurut (Mardiasmo,2018) menjelaskan dua fungsi pajak antara 

lain sebagai berikut : 

1. Fungsi anggaran (Budgetair)  

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran–pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran 

atau fungsi sumber keuangan negara (Budgetair) dan yang kedua fungsi mengatur 

(Regulerend). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana 

untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur 

masyarakat luas guna mencapai  tujuan–tujuan tertentu. 

 

2.4.3 Pengertian Pajak Penghasilan  

Menurut (Alfons, Runtu, and Afandy : 2018) pajak penghasilan merupakan 

salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan 

dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan 

syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, 

menurut (Waluyo, 2016) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena 

Pajak Perusahaan (penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan).  
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Ada 8 jenis pajak penghasilan badan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, 

yaitu: PPh Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, 

PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2).  

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang 

sangat penting, yaitu: 

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak 

adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.    

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur 

dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 

3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang 

pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.  

4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.    

5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.    

6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak 

Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.    

7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen 

Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.  

 

2.4.4 Objek Pajak 

Menurut (Nasution : 2016) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:  

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 
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2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 
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2.4.5 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final 

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi; 

2. penghasilan berupa hadiah undian; 

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura; 

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 

dan 

5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

2.4.6 Bukan Objek Pajak 

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

1. Bantuan atau Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan; dan 

2. Harta Hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

3. Warisan; 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 

penyertaan modal; 

5. Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 
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dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit); 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa; 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan 

laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan 

badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada 

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor; 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut 

merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 

Indonesia; 

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

14. Bantuan Atau Santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.4.7 Tarif Pajak 

Macam – macam tarif pajak ( Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:  

1. Tarif sebanding atau proporsional   

Tarif  berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang  

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya  terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan  barang kena 

pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak  pertambahan nilai sebesar 

10%. 

2. Tarif tetap    

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang  

dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif   

bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun  adalah 

Rp. 3.000,00.  

3. Tarif Progresif   

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai  

pajak semakin besar.  

Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain: 

a. Tarif progresif progresif  

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut 

adalah tetap. 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap    

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga 

makin meningkat.  

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil    

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut 

makin menurun. 

 

4. Tarif degresif   

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak  semakin besar  

Tarif pajak untuk Wajib Orang Pribadi menggunakan tarif progresif dan 

dikenakan berlapis sesuai dengan penghasilan Wajib Orang Pribadi yang 

bersangkutan, sedangkan pada Wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak 

proporsional yang terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan 

menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yaitu 22% berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 serta 

pada tahun 2022 tarifnya menjadi 20%.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal yang mempengaruhi 

besarnya PPh Badan Terutang telah banyak dilakukan sebelumnya dan menunjukkan 

hasil yang diharapkan oleh peneliti. Berikut ini beberapa tinjauan dari peneliti 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi 

1.  (Kiswara et 

al., n.d.) 

2017. 

Analisis 

Rekonsiliasi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Dalam 

Menentukan 

Pajak 

Penghasilan 

Badan PT 

Gudang 

Tbk.  

Variabel 

Independen

:                     

Laporan 

keuangan 

komersial 

dan laporan 

keuangan 

fiskal 2015. 

 

Variabel 

Dependen:           

Pajak 

Penghasila

n Badan 

(PPh 

Badan 

2015) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah perhitungan 

PPh pasal 29 dan 

pasal 25 yang 

menunjukkan 

bahwa PPh pasal 

29 terdapat PPh 

kurang bayar 

sebesar Rp 

387.124. 

Jurnal 

simki.unpkedir

i 

 

Universitas 

Nusantara 

PGRI Kediri 

2.  (Rumaiza 

and 

Santoso, 

2020) 

Analisis 

Rekonsiliasi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Dalam 

Menentukan 

Pajak 

Penghasilan 

(PPh) 

Terutang 

Berdasarkan 

UU 

Perpajakan 

Pada PT 

Mayora Tbk. 

Tahun 2017.  

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil analisis yang 

dilakukan 

menunjukkan 

bahwa koreksi 

fiskal terhadap 

laporan keuangan 

PT Mayora Indah 

Tbk. Tahun 2017 

melalui koreksi 

fiskal positif dan 

negatif pada 

perusahaan yang 

mengakibatkan 

perubahan nilai 

bersih sebelum 

pajak (Penghasilan 

Kena Pajak). 

Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Bisnis 

(JRAK).Vol 6 

No. 1 (2020)  

 

 

3. (Zovira et 

al., 2019) 

Analisis 

Rekonsiliasi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Laba Rugi 

Komersial 

Dalam 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

terdapat beberapa 

ketidaksesuaian 

yang dilakukan 

perusahaan dalam 

Jurnal 

Multiparadigm

a Akuntansi, 

Volume 1 No. 

3/2019  

E-ISSN: 

26577-0033 



   
   

26 
 

No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi 

Menentukan 

Pajak 

Penghasilan 

(PPh) 

Terutang 

(Studi Pada 

Laporan 

Keuangan 

PT SMD 

Tahun 2019) 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan ) 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

membuat laporan 

keuangan fiskal, 

sehingga 

perhitungan pajak 

penghasilan badan 

kurang tepat. 

4. (Fajar 

Ilmiyono et 

al., 2019) 

Analisis 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

Terhadap 

Perhitungan 

Pajak 

Penghasilan 

Pada PT. 

Elangperdan

a Tyre 

Industry 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil analisis yang 

dilakukan 

menunjukkan 

bahwa koreksi 

fiskal terhadap 

laporan keuangan 

perusahaan 

menyatakan bahwa 

pajak penghasilan 

badan terutang 

belum sesuai 

dengan ketentuan 

perpajakan. 

Jurnal Online 

Mahasiswa 

(JOM) Bidang 

Akuntansi Vol 

6 No. 1 (2019) 

 

Universitas 

Pakuan Bogor  

5. (Kahar and 

Gunawan, 

2020) 

Analisis 

Koreksi 

Fiskal atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

untuk 

Menghitung 

PPh Badan 

Terutang 

(Studi Kasus 

pada CV. X) 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan ) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa ternyata CV. 

X masih belum 

sesuai dengan 

Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 

2008. Dan adanya 

perubahan laba 

akuntansi 

komersial dengan 

laba akuntansi 

secara fiskal. 

Jurnal 

Prosiding 

Industrial 

Research 

Workshop and 

National 

Seminar 

(IRWNS). Vol 

11 No. 1 

(2020) 

 

6. (Watuseke 

et al., 2019) 

Analisis 

Koreksi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Dalam 

Penentuan 

Pph Pada 

PT. Air 

Manado 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan ) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pendapatan 

dan biaya yang 

dikoreksi pada 

laporan keuangan 

fiskal PT. Air 

Manado tahun 2016 

sudah 

sesuai dengan 

peraturan 

perpajakan. 

Kemudian, 

besarnya Pajak 

Penghasilan yang 

harus dibayarkan 

setelah laporan 

keuangan 

Jurnal EMBA: 

Jurnal Riset 

Ekonomi, 

Manajemen, 

Bisnis dan 

Akuntansi. 

Vol.7 No. 3 

(2019) 

 

Universitas 

Sam Ratulangi 
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No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi 

dikoreksi adalah 

sebesar  

Rp 0 karena PT. 

Air Manado 

mengalami 

kerugian pada 

tahun tersebut. 

 

7. (Intan Tirta 

Islami, 

Yohanes 

Indrayono, 

2017) 

Pengaruh 

Rekonsiliasi 

Fiskal Atas 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Terhadap 

Pajak 

Penghasilan 

(PPh) Badan 

Yang 

Terutang 

Pada 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum 

(PDAM) 

Tirta 

Multatuli 

Kabupaten 

Lebak, 

Banten 

Periode 

2013-2015 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan ) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa PDAM 

belum 

melakukan 

Rekonsiliasi Fiskal 

sebagaimana 

Undang-undang 

Perpajakan yang 

berlaku 

Jurnal Online 

Mahasiswa 

(JOM) Bidang 

Akuntansi. Vol 

4, No.4 (2017) 

 

Universitas 

Pakuan Bogor 

8. (Nasution, 

2016) 

Analisis 

Koreksi 

Fiskal 

Laporan 

Laba Rugi 

Komersial 

Dalam 

Penentuan 

Pph Badan 

Terhutang 

Pt. Volkopi 

Indonesia 

Cabang 

Medan 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

Badan ) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa terdapat 

perbedaan antara 

laba- rugi menurut 

komersial dengan 

laba-rugi menurut 

fiskal. Perbedaan 

ini terjadi karena 

dilakukan koreksi 

fiskal terhadap 

biaya-biaya dan 

penghasilan dalam 

laporan keuangan 

komersial 

berdasarkan 

peraturan 

perpajakan. Biaya-

biaya dan 

penghasilan yang 

dikoreksi antara 

lain biaya 

penyusutan, 

Repository 

Universitas 

Medan Area 

(2016) 
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No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi 

imbalan jasa pasca 

kerja, upah tenaga 

kerja langsung, 

beban karyawan, 

beban asuransi 

kendaraan 

perusahaan, biaya 

berlangganan, data 

komunikasi, beban 

BBM dan 

pemeliharaan 

kendaraan, beban 

perjalanan dinas, 

representasi/hibura

n, iklan, dan 

pendapatan jasa 

giro. Selisih antara 

laporan laba rugi 

komersial dengan 

fiskal yaitu 

menurut laba (rugi) 

komersial 

sebesar(Rp 

12.787.953.895), 

sedangkan fiskal 

sebesar (Rp 

11.364.319.179) 

sehingga 

kenaikannya 

sebesar Rp 

1.423.634.716 atau 

11% sesuai UU 

PPh 

9. (Dariansyah

, 2018) 

Analisa 

Penerapan 

Perhitungan 

Rekonsoliasi 

Fiskal 

Terhadap 

Laporan 

Keuangan 

Komersial 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

Perhitungan pajak 

penghasilan badan 

PT XYZ telah 

dilakukan sesuai 

tarif pajak yang 

berlaku 

berdasarkan 

peredaran bruto 

perusahaan dan 

dengan 

menggunakan laba 

bersih sebelum 

pajak menurut 

fiskal 

Akuntabilitas: 

Jurnal Ilmu 

Akuntansi 

Vol.11 (2) 

2018   

E-ISSN: 2461-

1190 

 

Universitas 

IndraPrasta 

PGRI 

10

. 

(Krisanti et 

al., 2020) 

Pajak 

Penghasilan 

Badan pada 

PT Redsun 

Lestari 

Tahun 2018 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah koreksi 

fiskal yang disusun 

perusahaan belum 

sesuai dengan 

ketentuan 

perpajakan karena 

Jurnal 

Multiparadigm

a Akuntansi 

Tarumanagara 

Vol. 2 Edisi 

April 2020 : 

930-935 
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No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan (PPh 

-Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

 

masih terdapat 

akun yang belum 

dilakukan koreksi 

fiskal, dan 

perhitungan pajak 

penghasilan badan 

juga belum sesuai 

dengan Undang-

Undang perpajakan 

yang disebabkan 

karena kesalahan 

koreksi fiskal dan 

penerapan 

perhitungan 

Undang-Undang 

Pajak Penghasilan 

pasal 31E. 

11

. 

(Wijaya & 

Widjaja, 

2019) 

Penerapan 

Rekonsiliasi 

Fiskal Pada 

Laporan 

Keuangan 

PT XYZ 

Dalam 

Menghitung 

Pajak 

Penghasilan 

Terutang 

Variabel 

Independen: 

Rekonsiliasi 

Fiskal 

 

 

 

Variabel 

Dependen: 

Pajak 

Penghasilan 

Badan 

(PPh) 

-Laporan 

Keuangan 

Komersial 

 

-Laporan 

keuangan 

fiskal 

 

-Pajak 

Penghasila

n Terutang 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa laporan 

keuangan fiskal 

yang disusun oleh 

perusahaan belum 

sesuai dengan 

Undang – Undang 

No. 36 Tahun 

2008, selain itu 

terdapat kesalahan 

pada rekonsiliasi 

fiskal yang 

dilakukan 

perusahaan 

sehingga 

berdampak pada 

kesalahan 

perhitungan Pajak 

Penghasilan badan 

terutang. 

Kata 

Jurnal 

Multiparadigm

a Akuntansi 

Vol. 1 No.2 

(2019)  

e-ISSN : 

26577-0033 

  

Sumber: Data Penelitian (2022) 
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2.6 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang 

menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan. rekonsiliasi fiskal terhadap 

laporan keuangan komersial sangatlah penting sebagai upaya dalam mengatasi 

perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba 

komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan 

besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan 

pajak terutang tahunan. Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan 

menurut laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang 

terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan 

undang-undang perpajakan. Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu 

membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pada waktu pengisian SPT 

Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.  

Adapun pengaruh dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri tidak lepas dari Pajak 

Penghasilan Badan. PPh sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang 

diterima atau yang diperoleh dalam tahun 50 pajak. Dari PPh tersebut maka menjadi 

dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut (Pohan, 2017) 

Koreksi fiskal Akuntansi perpajakan berfungsi untuk mengoreksi laba dari laporan 

keuangan komersial menjadi laba fiskal. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan 

pengakuan antara pendapatan dan biaya tersebut kemudian bisa direkonsiliasi dengan 

apa yang disebut rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Menurut (Pohan, 2017) Koreksi 

fiskal adalah teknik pencocokkan yang dilakukan untuk maksud meniadakan 

perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian 

baik koreksi positif ataupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba 

usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan 

rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sangatlah penting sebagai 

upaya dalam mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan 

badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan 

untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat 

pemberitahuan pajak terutang tahunan.Adapun kerangka pemikiran yang ditunjukkan 

pada gambar 2.1. berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

Laporan Keuangan 

Komersial  

Perhitungan 

Rekonsiliasi 

Fiskal/ 

Koreksi fiskal 

Koreksi Negatif  Koreksi Positif   

Pajak Penghasilan 

(PPh) Badan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif (non statistic), menurut 

(Fajaryani and Indrawati, n.d. : 2020) Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif yaitu menganalisis dan 

menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan 

disimpulkan, sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokkan suatu gejala, fakta dan 

penyakit tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus dengan melakukan penelitian secara tidak langsung yaitu mengambil data 

dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. 

Periode 2016-2020.  

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian  

3.2.1 Objek Penelitian  

Menurut (Islami et al., 2017) Obyek penelitian adalah variabel yang diteliti 

yang terdapat dalam tema penelitian tertentu.  Dalam penelitian ini, yang menjadi 

objek penelitian adalah Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan 

Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah 

Tbk. Periode 2016-2020.  

3.2.2 Unit Analisis  

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa Organization. 

Menurut (Islami et al., 2017) Organization yaitu sumber data yang unit analisisnya 

diperoleh dari respon divisi perorangan atau perusahaan.   

3.2.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah PT Mayora Indah Tbk. 

Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. 

Beroperasi sejak tahun 1977, perusahaan ini terus berkembang. Pasar ekspor atas 

produk-produk yang dihasilkan telah tersebar luas ke manca Negara. Ekspor produk 

mayora saat ini sudah ke lebih dari 100 negara, diantaranya ASEAN, China, India, 

Middle East, USA, Europe dan Afrika. Mayora Merupakan eksportir terbesar untuk 

produk barang jadi dengan merek Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% 

dari total bisnisnya. (https://kemenperin.go.id) 

 

 

https://kemenperin.go.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka 

yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi, memenuhi, 

dan menyusun penelitian ini, melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan 

informasi dengan menggunakan data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id atau di situs resmi perusahaan PT 

Mayora Indah Tbk. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan terutang. 

Adapun operasional variabel yang ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap 

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. 

Periode 2016-2020. 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
Rekonsiliasi Fiskal 

Sub Variabel: 

 Perbedaan 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 Perbedaan Tetap 

 

 

 

 Metode 

Penyusutan 

 

 

 

 Tarif Penyusutan 

 

 

 Biaya yang tidak 

dapat 

dikurangkan 

 

 Penghasilan 

bukan objek 

pajak 

 

 

 

 Jumlah beban penyusutan 

berdasarkan PSAK 16 dan 

UU Pajak Pasal 11 No. 36 

Tahun 2008 

 

 Tarif pajak berdasarkan UU 

Pajak Pasal 11 No. 36 

Tahun 2008 

 Jumlah biaya yang tidak 

dapat dikurangkan 

berdasarkan UU Pajak Pasal 

9 No. 36 Tahun 2008 

 Jumlah penghasilan bukan 

objek pajak 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

Rasio 

http://www.idx.co.id/
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Variabel Indikator Ukuran Skala 
PPh Terutang 

 

 Pajak 

Penghasilan 

Badan 

 

 

 

 Penghasilan 

Bruto 

 

 Pengurang 

Penghasilan 

Bruto 

 

 Penghasilan 

Kena Pajak 

 

 Tarif Pajak 

 

 

 

 Jumlah penghasilan bruto 

berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 

UU PPh No. 36 Tahun 2008 

 Jumlah Penghasilan bruto 

berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 

UU PPh No. 36 Tahun 2008 

 

 Jumlah PKP berdasarkan 

Pasal 31E UU PPh No. 36 

Tahun 2008 

 Persentase tarif pajak 

berdasarkan Pasal 17 Ayat 

2a No. 36 Tahun 2008 

 

 

 

Rasio 

 

 

Rasio 

 

 

 

Rasio 

 

 

Rasio 

Sumber: Data Penelitian (2022) 

 

3.5 Metode Pengumpulan data  

Dalam penelitian, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa dokumen yang dibutuhkan 

untuk melakukan penelitian rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi dan daftar 

penyusutan aktiva tetap. 

3.6 Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (non statistic) 

yaitu menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator 

penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian dengan yang seharusnya berdasarkan 

teori atau peraturan. Penulis akan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas 

fenomena yang terjadi  dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi 

fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menghitung pajak penghasilan. 

Adapun data yang diolah adalah laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Periode 

2016-2020. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengolah data adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperlukan (laporan keuangan PT Mayora periode 

2016-2020 yang sudah di audit ) 

2. Mengidentifikasi transaksi dalam laporan keuangan komersial yang memiliki 

perlakuan yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) 
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3. Menganalisis data laporan keuangan komersial akibat adanya perbedaan 

pengakuan antara SAK dan UU PPh.  

4. Menghitung besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan perusahaan setelah 

dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Mayora 

Indah Tbk. 2016-2020.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat PT Mayora Indah Tbk.  

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik 

pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; 

konsumen Asean. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. 

Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia.  

Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods Companies, PT. Mayora 

Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan 

berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah 

“Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money, “Top 100 

Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa, “Top 100 public listed 

companies” dari majalah Investor Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products” 

dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu, “Indonesia’s 

Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer 

Goods Sector, dari Warta Ekonomi dan banyak lagi penghargaan lainnya. 

Perusahaan ini terus berkembang. Pasar ekspor atas produk-produk yang dihasilkan 

telah tersebar luas ke manca Negara. Ekspor produk mayora saat ini sudah ke lebih 

dari 100 negara, diantaranya ASEAN, China, India, Middle East, USA, Europe dan 

Afrika. Mayora Merupakan  eksportir terbesar untuk produk barang jadi dengan 

merek Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% dari total 

bisnisnya.(https://kemenperin.go.id). 

keberhasilan tersebut di dukung dengan visi misi perusahaan yang diantaranya : 

1. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata 

konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar 

dalam kategori produk sejenis. 

2. Dapat memperoleh Laba Bersih Operasi diatas rata-rata industri dan memberikan 

value added yang baik bagi seluruh stakeholders Perseroan. 

3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimana 

Perseroan berada. 

https://kemenperin.go.id/
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4.1.2 Kegiatan Usaha Perusahaan 

Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang 

memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market 

leader yang sukses menghasilkan produk produk yang menjadi pelopor pada 

kategorinya masing masing. Hingga saat ini, Perseroan dan entitas anak tetap 

konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu dibidang pengolahan makanan dan 

minuman. Sesuai dengan tujuannya, Perseroan bertekad akan terus menerus berupaya 

meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk 

kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya. 

Produk-produk hasil inovasi Perseroan tersebut diantaranya :  

 Permen Kopiko, pelopor permen kopi  

 Astor, pelopor wafer stick  

 beng beng, pelopor wafer caramel berlapis coklat  

 Choki-choki, pelopor coklat pasta  

 Energen, pelopor minuman cereal  

 Kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix  

 Kopiko Brown Coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren  

 Torabika Creamy Latte, pelopor kopi Latte dengan sajian gula terpisah 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas  

Sejak berdiri di tahun 1977 sampai sekarang, Mayora Indah sudah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Produknya pun tidak hanya dikenal dan ada di 

Indonesia, tetapi telah tersebar di 5 benua di dunia. Dibalik kesuksesan yang 

diraihnya, tentunya tidak lepas dari kerja keras dan tanggungjawab banyak pihak di 

dalamnya yang tersusun dalam struktur organisasi Mayora. Karena tanpa adanya 

manajemen perusahaan yang jelas, dan terstruktur, tentu saja perusahaan tidak bisa 

berjalan dengan baik. 

1. Dewan Komisaris   

Jabatan pertama dalam perusahaan berbentuk perseroan adalah dewan 

komisaris. Dewan komisaris memiliki peran sebagai pengawas kebijakan 

perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur terkait pengelolaan 

perusahaan. Dalam struktur organisasi Mayora Indah, jabatan dewan komisaris 

dipegang oleh empat orang. 

 

2. Direksi  

Dalam perusahaan perseroan, direksi memiliki peran yang penting karena 

memiliki tugas untuk mengurus perseoran dan mewakili perseroan Baim di dalam 

dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, direksi juga dibantu 

https://www.mayoraindah.co.id/content/Struktur-Organisasi-39
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oleh beberapa beberapa kepala unit organisasi maupun staf ahli direksi. Direksi 

dalam struktur organisasi Mayora Indah ini terdiri dari direktur utama, direktur 

pemasaran, direktur keuangan, direktur supplay chain, serta direktur operasional. 

3. Komite Audit  

Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya adalah 

membantu melaksanan tugas dan fungsi dewan komisaris seperti terkait dengan 

tugasnya dalam melakukan pengendalian internal perusahaan. 

4. Sekretaris  

Sekretaris menjadi salah satu jabatan yang tercantum dalam struktur 

organisasi Mayora Indah. Salah satu tugas seorang sekretaris dalam sebuah 

perusahaan adalah menjembatani komunikasi antara pihak internal perusahaan 

dengan pihak eksternal seperti masyarakat, investor dan lain sebagainya. 

 

  

Gambar 4.1  

Strukutur Organisasi PT Mayora Indah Tbk. 
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4.2 Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT Mayora Indah Tbk. 

Periode 2016-2020.  

 Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial PT 

Mayora Indah Tbk. terkait kepentingan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 

2016-2020. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi merupakan laporan laba 

rugi perusahaan.  

 Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, menurut (Waluyo 2020: 

298) perusahaan terlebih dahulu harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, 

laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan 

demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan 

antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. 

Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian 

fiskal baik positif (menambah laba fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).  

Berdasarkan laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Periode 

2016-2020 yang didapatkan peneliti, terdapat beberapa biaya yang secara akuntansi 

bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi pada peraturan perundang-

undangan perpajakan terdapat pasal yang mengatur biaya atau beban apa saja yang 

dapat mengurangi laba tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2019, perusahaan 

menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan 

tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. dan pada tanggal 08 April 2019, PT Torabika 

Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 

2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT Torabika Eka Semesta telah 

melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan masih adanya 

kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan, 

dimana pajak kurang bayar tersebut dapat mengakibatkan beban manajemen pajak 

diperiode berikutnya bertambah karena harus membayarkan dana untuk membayar 

kekurangan pajak.  

4.2.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2016 

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada Tahun 2016 
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Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial  menjadi laba 

fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan : 

a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 

411.022.408 berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan 

dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak 

Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan kegiatan usaha. 

b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti 

penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan 

pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan 

menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK 

tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak 

dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat 

biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar 

tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 

2.511.633.287.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp. 8.710.096.568.- (di dalam 

beban umum dan administrasi). 

c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar 

Rp. 2.521.899.415. Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 

No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang 

diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk 

natura.  

d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum 

terealisasi di tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perbedan pengakuan biaya 

antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 82.497.484.688.- berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarmya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi 

positif sebesar Rp. 82.497.484.688.-. 

e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp. 

11.344.646.741.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 

untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat 

perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.  

f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan 

koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 463.657.600  
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g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak 

memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 

tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan 

dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus 

dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 232.841.688.  

h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 

2.895.003.044.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan 

fiskal sebesar Rp. 522.158.448.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau 

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa 

buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon 

obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 2.895.003.044.- dan terdapat 

perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 522.158.448.- 

i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif 

seluruhnya sebesar Rp. 6.118.228.323. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 

PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final 

yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar 

nominatif nya sebesar Rp.7.477.807.141 dan dikoreksi negatif seluruhnya.  

 

4.2.2 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2017 

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2017, yang di tunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

  

  



   
   

43 
 

Tabel 4.2 

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 
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Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial  menjadi laba 

fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :  

a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 

667.495.159 berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan 

dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak 

Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan kegiatan usaha. 

b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti 

penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan 

pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan 

menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK 

tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak 

dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat 

biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar 

tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar 

Rp.4.195.518.768.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp. 12.581.347.415.- (di 

dalam beban umum dan administrasi). 

c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar 

Rp. 4.881.499.997.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 

No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang 

diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk 

natura.  

d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum 

terealisasi di tahun 2017 yang mengakibatkan adanya perbedan pengakuan biaya 

antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 73.542.370.733.- berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarmya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi 

positif sebesar Rp. 73.542.370.733.-. 

e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar 

Rp.16.941.446.196.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh 

No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. 

Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora 

Indah Tbk.  

f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
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dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan 

koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800.- 

g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak 

memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 

tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan 

dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus 

dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 74.196.702.- 

h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 

12.677.938.316.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan 

fiskal sebesar Rp. 843.596.995.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau 

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa 

buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon 

obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316.- dan terdapat 

perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995.- 

i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif 

seluruhnya sebesar Rp. 20.297.656.277.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 

PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final 

yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar 

nominatif nya sebesar Rp.4.274.985.720.- dan dikoreksi positif seluruhnya. 

  

4.2.3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2018 

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2018, yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 
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Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial  menjadi laba 

fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :  

a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 7.815. 

659.- berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di 

biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena 

merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha. 

b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti 

penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan 

pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan 

menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK 

tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak 

dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat 

biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar 

tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar 

Rp.7.631.020.998.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.15.727.186.360.- (di 

dalam beban umum dan administrasi). 

c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar 

Rp. 5.489.627.058.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 

No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang 

diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk 

natura.  

d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum 

terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedan pengakuan biaya 

antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 81.743.539.747 .- berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarmya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi 

positif sebesar Rp. 81.743.539.747.-. 

e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar 

Rp.2.670.491.007.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh 

No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. 

Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora 

Indah Tbk.  

f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
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dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan 

koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 783.198.400.- 

g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak 

memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 

tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan 

dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus 

dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.386.680.965.- 

h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 

3.595.961.224.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan 

fiskal sebesar Rp. 755.920.630.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau 

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa 

buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi negatif diskon 

obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 3.595.961.224.- dan terdapat 

perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 755.920.630.- 

i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif 

seluruhnya sebesar Rp. 28.873.562.381.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 

PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final 

yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar 

nominatif nya sebesar Rp.860.125.417.- dan dikoreksi negatif seluruhnya.  

 

4.2.4 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2019 

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2019, yang ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019 
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Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial  menjadi laba 

fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :  

a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 7.815. 

659.- berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di 

biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena 

merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha. 

b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti 

penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan 

pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan 

menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK 

tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak 

dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat 

biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar 

tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar 

Rp.10.698.681.217.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.18.736.108.767.- (di 

dalam beban umum dan administrasi). 

c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar 

Rp. 5.528.655.782.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 

No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang 

diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk 

natura.  

d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum 

terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedan pengakuan biaya 

antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp.68.005.475.568 .- berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarmya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi 

positif sebesar Rp. 68.005.475.568 .- 

e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar 

Rp.72.590.744.539 berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh 

No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. 

Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora 

Indah Tbk.  

f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
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dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan 

koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 402.223.705.- 

g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak 

memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 

tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan 

dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus 

dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.1.966.524.986.- 

h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar 

Rp.544.393.329.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan 

fiskal sebesar Rp.12.109.626.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna 

usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau 

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa 

buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 

secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon 

obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 544.393.329.- dan terdapat 

perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal dikoreksi negatif sebesar 

Rp. 12.109.626.- 

i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif 

seluruhnya sebesar Rp. 25.281.752.052.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 

PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final 

yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar 

nominatif nya sebesar Rp. 2.225.148.078.- dan dikoreksi positif seluruhnya.  

 

4.2.5 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2020 

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2019, yang ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

  



   
   

52 
 

Tabel 4.5 

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020 
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Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial  menjadi laba 

fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :  

a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar 

Rp.1.855.282.494.- berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 

36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba 

sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha. 

b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti 

penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan 

pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan 

menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK 

tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak 

dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat 

biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar 

tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar 

Rp.5.968.095.391.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.26.378.546.979.- (di 

dalam beban umum dan administrasi). 

c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar 

Rp.4.173.086.285.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 

No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang 

diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk 

natura.  

d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum 

terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedan pengakuan biaya 

antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp.57.970.531.425.- berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarmya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi 

positif sebesar Rp. 57.970.531.425.-. 

e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp. 

93.145.059.136.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 

untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat 

perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.  

f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan 

koreksi positif seluruhnya sebesar Rp.389.250.253.- 
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g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak 

memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu 

tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan 

dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus 

dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.6.403.033.265.- 

h. Terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar 

Rp.287.862.472.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas 

pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 

termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan 

muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang 

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang 

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif 

amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa 

manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga 

biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif perbedaan amortisasi biaya emisi 

komersial dan fiskal sebesar Rp. 287.862.472.- 

i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif 

seluruhnya sebesar Rp.25.741.844.415.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 

PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final 

yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar 

nominatif nya sebesar Rp.1.260.938.217.- dan dikoreksi negatif seluruhnya.  

 

4.3 Perhitungan PPh terutang dan Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal 

Dalam Menghitung PPh Terutang.  

Menurut (Pohan, 2017) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang 

dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan 

komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau 

penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan 

untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang. 

Berikut perhitungan pajak penghasilan terutang PT Mayora Indah Tbk. Periode 

2016-2020.  
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4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2016.  

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya 

koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016. 

Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang 

diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan 

menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah 

dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2016 adalah 

sebesar Rp. 765.367.318.987  

Tabel 4.6 

Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2016 

(Rupiah) 

Keterangan 2016 

Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

(558.399.846)  

Penyesuaian Pajak Tangguhan (1.415.905.926) 

Beban Pajak Entitas Anak  286.595.896.345 

 

Tabel 4.7 

Pembayaran Di Muka Tahun 2016 

(Rupiah) 

Pembayaran Pajak di muka 2016 

Perusahaan  145.847.485.424 

Entitas anak  

PT Torabika Eka Semesta  185.979.505.442 

PT Kakao Mas Gemilang  6.477.547.436 

Jumlah  338.304.538.302 

 

Tabel 4.8 

Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28) 

Tahun 2016 

KETERANGAN 2016 

 Tarif Pajak Penghasilan Badan                     

  (25% X Rp.765.367.318.987)   Rp  191.341.829.747  

 Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  
 Rp         -558.399.846  

 Penyesuaian Pajak Tangguhan   Rp     -1.415.905.926  

 Beban Pajak Perusahaan   Rp  189.367.523.975  

 Beban Pajak Entitas Anak   Rp  286.595.896.345  

 Pajak Penghasilan (PPh) Badan   Rp  475.963.420.320  



   
   

56 
 

    

 Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka     

 Perusahaan   145.847.485.424 

 Entitas Anak     

 PT Torabika Eka Semesta   185.979.505.442 

 PT Kakao Mas Gemilang   6.477.547.436 

 Jumlah Pengurang    Rp  338.304.538.302  

 PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)   Rp  137.658.882.018  

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh 

Badan Terutang tahun 2016 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan 

pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga 

mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 

2016 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 137.658.882.018.  

4.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2017 

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya 

koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017. 

Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang 

diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan 

menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah 

dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2017  

adalah sebesar Rp. 981.058.691.518  

Tabel 4.9 

Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2017 

Keterangan 2017 

Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

Rp. 1.923.090.476 

Penyesuaian Pajak Tangguhan - 

Beban Pajak Entitas Anak  Rp. 327.620.784.679 

 

Tabel 4.10 

Pembayaran Di Muka Tahun 2017 

Pembayaran Pajak di muka 2017 

Perusahaan  Rp. 187.307.923.304 

Entitas anak  

PT Torabika Eka Semesta  Rp. 278.524.392.872 

PT Kakao Mas Gemilang  Rp.      6.674.170.612 

Jumlah  Rp. 472.506.486.788 
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Tabel 4.11 

Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28) 

Tahun 2017 

KETERANGAN 2017 

 Tarif Pajak Penghasilan Badan                     

  (25% X Rp.981.058.691.518 )   Rp       245.264.672.880  

 Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

 Rp            1.923.090.476  

 Penyesuaian Pajak Tangguhan  - 

 Beban Pajak Perusahaan   Rp       247.187.763.356  

 Beban Pajak Entitas Anak   Rp       327.620.784.679  

 Pajak Penghasilan (PPh) Badan   Rp       574.808.548.035  

    

 Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka     

 Perusahaan    Rp       187.307.923.304  

 Entitas Anak     

 PT Torabika Eka Semesta    Rp 278.524.392.872,00  

 PT Kakao Mas Gemilang    Rp      6.674.170.612,00  

 Jumlah Pengurang    Rp       472.506.486.788  

 PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)   Rp       102.302.061.247  

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh 

Badan Terutang tahun 2017 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan 

pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga 

mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 

2017 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 102.302.061.247 

4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2018 

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya 

koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2018. 

Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang 

diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan 

menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah 

dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2018 adalah 

sebesar Rp. 902.229.551.166  
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Tabel 4.12 

Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2018 

Keterangan 2018 

Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

Rp. 2.484.636.894 

Penyesuaian Pajak Tangguhan - 

Beban Pajak Entitas Anak  Rp. 414.265.913.907 

 

Tabel 4.13 

Pembayaran Di Muka Tahun 2018 

Pembayaran Pajak di muka 2018 

Perusahaan  Rp  222.923.046.455  

Entitas anak   

PT Torabika Eka Semesta  Rp  368.090.740.952  

PT Kakao Mas Gemilang  Rp       6.960.815.808  

Jumlah   Rp  597.974.603.215  

 

Tabel 4.14 

Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28) 

Tahun 2018 

KETERANGAN 2018 

 Tarif Pajak Penghasilan Badan                     

  (25% X Rp. 902.229.551.166 )   Rp       225.557.387.792  

 Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

 Rp           2.484.636.894  

 Penyesuaian Pajak Tangguhan   -  

 Beban Pajak Perusahaan   Rp       228.042.024.686  

 Beban Pajak Entitas Anak   Rp       414.265.913.907  

 Pajak Penghasilan (PPh) Badan   Rp       642.307.938.593  

    

 Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka     

 Perusahaan    Rp       222.923.046.455  

 Entitas Anak     

 PT Torabika Eka Semesta    Rp       368.090.740.952 

 PT Kakao Mas Gemilang    Rp           6.960.815.808 

 Jumlah Pengurang    Rp       597.974.603.215  

 PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)   Rp         44.333.335.378  
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Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh 

Badan Terutang tahun 2018 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan 

pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga 

mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk. tahun 

2018 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 44.333.335.378 

4.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2019 

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya 

koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2019. 

Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang 

diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan 

menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah 

dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2019 adalah 

sebesar Rp. 940.059.404.421  

Tabel 4.15 

Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2019 

Keterangan 2019 

Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

Rp. 3.148.055.517 

Penyesuaian Pajak Tangguhan - 

Beban Pajak Entitas Anak  Rp. 417.255.908.980 

 

Tabel 4.16 

Pembayaran Di Muka Tahun 2019 

Pembayaran Pajak di muka 2019 

Perusahaan  Rp  133.755.375.158  

Entitas anak   

PT Torabika Eka Semesta  Rp  359.376.092.119  

PT Kakao Mas Gemilang  Rp       7.287.913.128  

Jumlah   Rp  500.419.380.405  

 

Tabel 4.17 

Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28) 

Tahun 2019 

KETERANGAN 2019 

 Tarif Pajak Penghasilan Badan                     

  (25% X Rp. 940.059.404.421  )   Rp          235.014.851.105  
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 Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

 Rp              3.148.055.517  

 Penyesuaian Pajak Tangguhan   -  

 Beban Pajak Perusahaan   Rp          238.162.906.622  

 Beban Pajak Entitas Anak   Rp          417.255.908.980  

 Pajak Penghasilan (PPh) Badan   Rp          655.418.815.602  

    

 Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka     

 Perusahaan    Rp          133.755.375.158  

 Entitas Anak     

 PT Torabika Eka Semesta    Rp          359.376.092.119  

 PT Kakao Mas Gemilang    Rp              7.287.913.128  

 Jumlah Pengurang    Rp          500.419.380.405  

 PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)   Rp          154.999.435.197  

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh 

Badan Terutang tahun 2019 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan 

pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga 

mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 

2019 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 154.999.435.197  

4.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya 

koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2020. 

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 

16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain 

mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk 

tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Grup 

telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang  baru tersebut dalam 

perhitungan pajaknya. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, 

jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2020 adalah sebesar 

Rp. 1.421.864.673.066  
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Tabel 4.18 

Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2020 

Keterangan 2020 

Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal  

Rp. 2.239.691.405 

Penyesuaian Pajak Tangguhan - 

Beban Pajak Entitas Anak  Rp. 266.992.972.107 

 

Tabel 4.19 

Pembayaran Di Muka Tahun 2020 

Pembayaran Pajak di muka 2020 

Perusahaan  Rp          231.717.496.832  

Entitas anak   

PT Torabika Eka Semesta  Rp          216.489.044.342  

PT Kakao Mas Gemilang  Rp              5.750.159.675  

Jumlah   Rp          453.956.700.849  

 

Tabel 4.20 

Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28) 

Tahun 2020 

KETERANGAN 2020 

 Tarif Pajak Penghasilan Badan                     

  (22% X Rp. 1.421.864.673.066   )   Rp          312.810.228.075  

 Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat 

diperhitungkan menurut fiskal   Rp              2.239.691.405  

 Penyesuaian Pajak Tangguhan   -  

 Beban Pajak Perusahaan   Rp          315.049.919.480  

 Beban Pajak Entitas Anak   Rp          266.992.972.107  

 Pajak Penghasilan (PPh) Badan   Rp          582.042.891.587  

    

 Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka     

 Perusahaan    Rp          231.717.496.832  

 Entitas Anak     

 PT Torabika Eka Semesta    Rp          216.489.044.342  

 PT Kakao Mas Gemilang    Rp              5.750.159.675  

 Jumlah Pengurang    Rp          453.956.700.849  

 PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)   Rp          128.086.190.738  
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Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh 

Badan Terutang tahun 2020 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan 

pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga 

mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 

2020 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 128.086.190.738 

4.4 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap 

PPh Badan Terutang PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan dan biaya sangat berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal menurut 

SAK maupun Undang-Undang Perpajakan. Dimana pendapatan dan biaya dalam 

laporan laba rugi komersial di koreksi fiskal dan berakhir pada PPh Badang Terutang 

yang harus dibayar oleh PT Mayora Indah Tbk.  

4.4.1 Tahun 2016 

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 

2016 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum 

pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp.765.367.318.987 sedangkan menurut 

perusahaan sebesar Rp. 689.542.204.046.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak 

penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 475.963.420.320,- 

terjadi selisih sebesar Rp.680.312.070.- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar 

Rp. 475.283.108.250. serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2016 sebesar Rp. 

137.658.882.018.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2016 

sebesar Rp. 339.448.134  dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 

137.319.433.884.  

4.4.2 Tahun 2017 

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 

2017 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum 

pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 981.058.691.518 sedangkan menurut 

perusahaan sebesar Rp. 905.547.589.704.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak 

penghasilan terutang perusahaan mengalami perbedaan sebesarRp.574.808.548.035,- 

terjadi selisih sebesar Rp. 919.230.465.- dari sebelumnya menurut perusahaan 

sebesar Rp  575.727.778.500 . serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2017 

sebesar Rp. 102.302.061.247.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 

2017 sebesar Rp. 919.230.465 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan 

sebesar Rp. 103.221.291.712.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar 

dari yang seharusnya.  
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4.4.3 Tahun 2018 

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 

2018 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum 

pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 902.229.551.166 sedangkan menurut 

perusahaan sebesar Rp. 819.029.471.760.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak 

penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp.642.307.938.593.- 

terjadi selisih sebesar Rp. 2.516.351.657 .- dari sebelumnya menurut perusahaan 

sebesar Rp. 644.824.290.250.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2018 

sebesar Rp. 44.333.335.378.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 

2018 sebesar Rp. 2.516.351.657 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan 

sebesar Rp. 46.849.687.03.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar 

dari yang seharusnya.  

4.4.4 Tahun 2019  

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 

2019 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum 

pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 940.059.404.421  sedangkan menurut 

perusahaan sebesar Rp. 930.633.639.174.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak 

penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 655.418.815.602.- 

terjadi selisih sebesar Rp. 5.887.633.898 .- dari sebelumnya menurut perusahaan 

sebesar Rp. 661.306.449.500.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2019 

sebesar Rp. Rp. 154.999.435.197.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 

2019 sebesar  Rp 5.887.633.898 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan 

sebesar Rp. 160.887.069.095.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar 

dari yang seharusnya.  

4.4.5 Tahun 2020  

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 

2020 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum 

pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp.1.421.864.673.066 sedangkan menurut 

perusahaan sebesar Rp. 1.438.586.826.270.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak 

penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 582.042.891.587.- 

terjadi selisih sebesar  Rp. 5.624.509.707 .- dari sebelumnya menurut perusahaan 

sebesar Rp. 576.418.381.880.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2020 

sebesar Rp. 128.086.190.738.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 

2020 sebesar  Rp. 5.624.509.707.- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan 

sebesar Rp. 122.461.681.031.-  
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Tabel 4.23  

Analisis Rekonsilisasi fiskal  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan koreksi yang dilakukan 

penulis dengan PT Mayora Indah Tbk. Adapun rincian perbedaan tersebut 

seperti :  

a. Pada biaya sumbangan, pada tahun 2018 PT Mayora Indah Tbk. 

mencantumkan biaya sebesar Rp. 25.995.537.439.- Sedangkan penulis 

mencantumkan sebesar Rp. 23.358.207.358, karena pada laporan laba rugi 

PT Mayora Indah Tbk. nilai sumbangan hanya sebesar Rp. 23.358.207.358.- 

b. Selanjutnya ada pajak final, dimana biaya pajak final dikoreksi seluruhnya  

berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarmya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan 

final sedangkan PT Mayora Indah Tbk. tidak mengoreksi fiskal biaya pajak 

final tersebut.  

2. Pajak penghasilan terutang berdasarkan rekonsiliasi fiskal PT Mayora Indah Tbk. 

Mengalami perbedaan, karena adanya perubahan nilai laba bersih sebelum pajak 

(Penghasilan Kena Pajak) sehingga menyebabkan adanya perbedaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan menurut PT Mayora Indah Tbk. dengan hasil analisa 

penulis.  

3. Berdasarkan hasil analisa penulis setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada 

laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. periode 2016-

2020. Pajak penghasilan terutang yang dibayarkan oleh perusahaan terus 

mengalami kurang bayar (Pasal 29). Jika perusahaan mendapat Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterima dari Dirjen Pajak, maka perusahaan 

mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut berdasarkan UU 

KUP Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A UU No. 28 Tahun 2007. Faktanya pada 

tahun 2019 PT Mayora Indah Tbk. Dan PT Torabika Eka Semesta sebagai entitas 

anak melunasi SKPKB yang terjadi pada tahun 2017.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti harus menambahkan tahun periode ataupun 

menentukan objek penelitian yang baru atau berbeda agar menambah wawasan 

pengetahuan mengenai perpajakan. 
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2. Bagi perusahaan Sebaiknya perusahaan menyertakan bukti yang sah menurut 

ketentuan pajak atas setiap biaya sumbangan agar biaya tersebut dapat dijadikan 

sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan juga sebaiknya merinci nilai 

pembayaran dimuka agar peneliti selanjutnya bisa menghitung angsuran PPh 

Pasal 25 tahun selanjutnya.  
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